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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapangan ( PKL ) adalah  bentuk kegiatan  pembelajaran 

akademik pada mahasiswa untuk meningkatkan dan mengembangkan  

kemampuan tenaga kerja dan pengetahuan yang berkualitas. Dengan 

kegiatan PKL tersebut diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan 

keterampilan dan  pengalaman mahasiswa dalam memasuki dunia kerja. 

Maka dari itu mahasiswa harus mempersiapkan dirinya dengan baik 

sebelum masuk ke dalam dunia kerja. 

Praktik Kerja Lapangan (PKL ) adalah wujud dari keterampilan, sikap 

dan pengetahuan mahsiswa yang diperoleh saat di bangku  kuliah , Praktik 

Kerja Lapangan ( PKL) juga dijadikan sebagai salah satu syarat kelulusan 

D3 & S1 STMIK  Palangka Raya . mahasiswa dapat lebih disiplin dan 

bertanggung jawab dalam  tugs PKL ini . maka dari itu berbagai materi 

kuliah dan  teori yang telah dipelajari sebelumnya dapat dipraktekan 

langsung,seperti yang  kita ketahui bahwa materi dan teori yang diperoleh 

merupakan salah satu pendukung terjadinya pelaksanaan kerja yang baik 

dan benar . oleh karena  itu untuk menyelesaikan program studinya para 

mahasiswa harus melaksanakan praktek kerja lapangan  ini.  

 

 



2 
 

 
 

B. Tujuan 

Adapun tujuan dalam melaksanakan praktik kerja lapangan (PKL) 

untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada STMIK Palangka Raya 

sebagaimana peraturan dan kewajiban yang diberikan kampus kepada 

mahasiswa , memenuhi tugas dari kampus dan melatih mahasiswa dalam 

bagaimana cara bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah dalam 

dunia kerja . 

C. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode yang kami gunakan dalam pengumpulan data laporan 

PKL ini : 

1. Wawancara 

Dilakukan dengan mewawancarai pihak yang dapat memberikan 

sumber informasi seputar lingkup pekerjaan dan tugas baik yang 

operasional maupun komputerisasi selama kegitan seperti, Kepala Biro 

pada tempat penempatan PKL, Mentor atau Pembimbing tugas dan 

bagian pihak IT pada Biro tersebut. 

2. Observasi 

Dilakukan dengan mempelajari dan memahami setiap rangkaian 

proses pekerjaan maupun tugas sesuai dengan fungsi pada Biro 

masing-masing terhadap Sekretaria Daerah Provinsi Kalimantan 

Tengah baik secara operasional dan komputerisasi yang memanfaatkan 

IT. 
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3. Dokumentasi 

Dilakukan dengan mengambil gambar atau foto pada setiap 

kegiatan pekerjaan disetiap Biro selama kegiatan PKL yang dimasukan 

pada bagian lampiran laporan ini. 
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BAB II 

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI 

KALIMANTAN TENGAH 

A. Lokasi 

Gambar 1. Denah Lokasi PKL 
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B. Sejarah Singkat Setda (Edisi Tahun 2019) 

Sejak terbentuknya Provinsi Administratif Kalimantan tahun 1950 

telah muncul suara-suara yang menghendaki Kalimantan dibentuk lebih 

dari satu Provinsi yang secara terbuka muncul dari kalangan Rakyat Dayak 

dalam 3 (tiga) Kabupaten: Kabupaten Barito Kabupaten Kapuas dan 

Kabupaten Kotawaringin yang menginginkan dibentuknya Provinsi 

Kalimantan Tengah. 

Mulai Tahun 1952 segala keinginan hasrat rakyat dari 3 (tiga) 

Kabupaten itu secara bertubi-tubi telah disampaikan baik berupa 

pernyataan mosi resolusi dan lain-lain dari partai politik dan organisasi 

sosial kemasyarakatan yang mendukung dan mendesak terbentuknya 

Provinsi Otonom Kalimantan Tengah. 

Hal yang sama dilakukan oleh Ikatan Keluarga Dayak (IKAD) 

Banjarmasin memprakarsai pembentukan Panitia Penyalur Hasrat Rakyat 

Kalimantan Tengah (PPHRKT) di Banjarmasin yang mengeluarkan 

resolusi berisi tuntutan agar Pemerintah Pusat segera membentuk Provinsi 

keempat yakni Provinsi Otonom Kalimantan Tengah. 

Namun tuntutan yang sangat menggelora itu mungkin gaungnya hanya 

sayup-sayup karena ternyata Pemerintah Pusat menyetujui dan 

mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 yaitu tentang 

Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan 

Selatan dan Kalimantan Timur yang berlaku terhitung tanggal 1 Januari 
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1957  sementara Kalimantan Tengah akan dibentuk menjadi Provinsi 

Otonom selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 ( tiga ) tahun”. 

Atas terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 yang dipandang 

tidak akomodatif menyebabkan keadaan keamanan dan ketentraman di 3 

(tiga) kabupaten menjadi terganggu terjadi bentrokan bersenjata dan 

kesalahpahaman antara aparat keamanan dengan organisasi militan 

GMTPS (Gerakan Mandau Talawang Pantja Sila). 

Upaya memperjuangkan Provinsi Kalimantan Tengah yang otonom 

terus dilakukan, hingga pada puncaknya melaksanakan Kongres Rakyat 

Kalimantan Tengah yang dilangsungkan di Banjarmasin dari tanggal 2-5 

Desember 1956 dengan Pimpinan Ketua Presidium Mahir Mahar  Kongres 

berhasil melahirkan resolusi dan mencetuskan ikrar bersama Pada diktum 

resolusi selengkapnya: “Mendesak kepada Pemerintahan Republik 

Indonesia agar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Kalimantan 

Tengah sudah dijadikan suatu Provinsi Otonom”. 

Selain itu Kongres juga membentuk Dewan Rakyat Kalimantan 

Tengah yang selanjutnya bersama-sama Gubernur R.T.A Milono 

menghadap Pemerintahan Pusat menyampaikan keputusan Kongres 

Rakyat Kalimantan Tengah serta memberikan penjelasan-penjelasan. 

Dengan demikian telah terdapat saling pengertian dan kesesuaian pendapat 

antara Dewan Rakyat Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Pusat. 
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Akhirnya Menteri Dalam Negeri RI mengeluarkan Keputusan pada 

tanggal 28 Desember 1956 antara lain menetapkan terhitung mulai 1 

Januari 1957 membentuk Kantor Persiapan Pembentukan Provinsi 

Kalimantan Tengah berkedudukan langsung di bawah Kementerian Dalam 

Negeri dan sementara ditempatkan di Banjarmasin. 

Gubernur R.T.A Milono selanjutnya mendapat tugas dari Kementerian 

Dalam Negeri, yaitu mengemban tugas sebagai Gubernur Pembentuk 

Provinsi Kalimantan Tengah  Sementara Tjilik Riwut Bupati Kepala 

Daerah Kotawaringin diangkat naik pangkat menjadi Residen pada 

Kementerian Dalam Negeri    ditugaskan membantu Gubernur Pembentuk 

Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan George Obos Bupati Kepala 

Daerah Kapuas kemudian ditempatkan pada Kantor Gubernur Kalimantan 

di Banjarmasin dan diangkat  diperbantukan pada Gubernur Pembentuk 

Provinsi Kalimantan Tengah di Banjarmasin serta sebagai Sekretaris 

Kantor Persiapan Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah 

ditunjuk  Drs. F.A.D. Patianom. 

Sesudah Panitia mengadakan rapat-rapat dan menghubungi tokoh-

tokoh Kalimantan Tengah dan para Pejabat TNI  POLRI serta sipil tingkat 

Kalimantan di Banjarmasin antara lain mendapat restu dari Kolonel 

Koesno Utomo Panglima Tentara dan Teritorium VI  Tanjungpura telah 

didapat kesimpulan disebutkan bahwa sekitar desa Pahandut dikampung 

Bukit Jekan dan sekitar Bukit Tangkiling ditetapkan untuk calon Ibukota 

Provinsi Kalimantan Tengah. 
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Demikianlah dalam waktu lebih kurang dari 4 (empat) bulan kemudian 

pada upacara adat GMTPS (Gerakan Mandau Talawang Pantja Sila)   di 

lapangan Bukit Ngalangkang Pahandut 18 Mei 1957 Gubernur R.T.A 

Milono dalam pidatonya menyatakan pihaknya mempunyai cita-cita untuk 

memberi nama Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah disesuaikan dengan 

jiwa pembangunan dan tujuan suci nama yang dipilih ialah PALANGKA 

RAYA. 

Kalimantan Tengah Selanjutnya Pemerintah Pusat menunjuk  mengangkat 

kembali R.T.A Milono menjadi Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah definitif. 

Provinsi Kalimantan Tengah waktu terbentuknya hanya memiliki 3 (tiga) 

Kabupaten Daerah Tingkat II, yaitu Kabupaten Barito Kabupaten Kapuas dan 

Kabupaten Kotawaringin yang selanjutnya dimekarkan berdasarkan UU nomor 

27 tahun 1959 menjadi: 

1. Kabupaten Barito dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten, yakni: 

Kabupaten Barito Utara, dengan ibukotanya Muara Teweh. Kabupaten 

Barito Selatan, dengan ibukotanya Buntok. 

2. Kabupaten Kapuas tetap, tidak mengalami perubahan. 

3. Kabupaten Kotawaringin dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten, 

yakni: 

Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan ibukotanya Sampit. 

Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan ibukotanya Pangkalan Bun. 
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Adapun Gubernur dan Penjabat Gubernur yang pernah dan sedang 

memimpin Provinsi Kalimantan Tengah seperti pada tabel dibawah ini : 

            Tabel 1. Daftar Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pejabat Sementara 

NO 

GUBERNUR WAKIL GUBERNUR PEJABAT SEMENTARA 

NAMA NAMA PERIODE 

JABATAN 
NAMA 

PERIODE 

JABATAN 

1 R.T.A MILONO 
 

1957 – 1958 
 

2 TJILIK RIWUT 

REINOUT 

SYLVANUS 

1958 – 1967 

 

3 

REINOUT 

SYLVANUS 

 1967 – 1978  

4 

WILLY ANANIAS 

GARA 

 

1978 – 1983  

  EDDY SABARA 1983 – 1984 

5 GATOT AMRIH 
VICTOR 

PHAING 

1984 – 1989  

6 SUPARMANTO 
H. J. 

ANDRIES 

1989 – 1994 
 

7 
WARSITO 

RASMAN 

ELIESER 

GERSON 

1994 – 1999 
 

 

 

RAPPIAUDIN 

HAMARUNG 

1999 – 2000 
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8 ASMAWI AGANI 

NAHSON 

TAWAY 

2000 – 2005 

 

 

 SODJUANGAN 

SITUMORANG 

2005 

9 

AGUSTIN TERAS 

NARANG 

ACHMAD 

DIRAN 

2005 – 2010  

2010 – 2015  

 

 HADI 

PRABOWO 

2016 

10 

SUGIANTO 

SABRAN 

SAID 

ISMAIL 

2016 – 2021 

 

EDY 

PRATOWO 

PETAHANA 

 

Sumber : Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 

Setelah terbentuknya Provinsi Kaliamantan Tengah, selanjutnya 

Provinsi Kalimantan Tengah membentuk Pemerintahan Daerah dan 

menyusun struktur untuk tata Pemerintahan Daerah yang akan digunakan 

untuk memimpin dan membangun Provinsi Kalimanta Tengah kedepanya, 

adapun tata aturan struktur pemerintahan Provinsi Kalimantan tengah yang 

dibuat yaitu berdasarkan peraturan Pemerintah Pusat dan Perundang-

undangan yang berlaku. 

Dimana setiap daerah Provinsi akan di pimpin oleh seorang kepala 

daerah yaitu seorang Gubernur, yang nantinya dalam pelaksanaan tugas 

pembangunannya oleh Pemerintahan Daerah tersebut akan di bantu oleh 

seluruh jajaran dan instansi daerah yang di bentuk berdasarkan peruturan 
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pemerintah pusat dan Undang-undang yang berlaku. Seperti contoh 

Sekretariat Daerah Provinsi Kaliamtan Tengah sebagai salah satu dari 

instansi Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya sebagai pembantu 

pelaksana tugas Pemerintah Daerah dalam memimpin dan membangun 

Provinsi Kalimantan Tengah. 

Sumber : Sejarah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 

C. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 

Sekretariat Daerah Provinsi bertugas membantu Gubernur dalam 

melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, 

organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi 

kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi.  

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di pimpin oleh 

seorang Pejabat dengan posisi jabatan sebagai Kepala Dinas (Kadis) dan 

dibantun oleh tiga Asisten yang mempunyai tugas dan fungsinya masing-

masing, dimana masing-masing satu Asisten memimpin dan mengantur 

tiga Biro. 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari sembilan 

Biro, untuk setiap Biro di pimpin oleh seorang Pejabat dengan posis 

jabatan sebagai Kapala Biro (Karo), setiap Biro mempunyai tugas dan 

pungsi masing-masing berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat dan Daerah. 
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Untuk masing-masing setiap satu Biro itu sendiri terbagi lagi atas tiga 

Bagian, dimana setiap Bagian itu di pimpin oleh seorang Pejabat dengan 

posisi jabatan sebagai Kepala Bagian (Kabag), dan untuk setiap masing-

masing Bagian itu terbagi lagi atas tiga Sub Bagian, dimana setiap Sub 

Bagian itu di pimpin oleh seorang Pejabat dengan posisi jabatan sebagai 

Kepala Sub Bagian (Kasubag), untuk setiap Bagian yang terbagi atas Sub-

Sub Bagian yang ada di dalam satu Biro tersebut mempunyai tugas dan 

fungsi masing-masing dalam pelaksanaan tata cara kerjanya berdasarkan 

peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Untuk gambar struktur organisasi yang ada di Sekretariat Daerah 

Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan penjelasan di atas seperti pada 

Gambar 2 dihalaman berikut ini : 
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Berdasarkan penjelasan di atas berikut ini merupakan penjabaran 

singkat untuk struktur organisasi setiap Biro berdasarkan masing-masing 

penempatan anggota praktik kerja lapanganga (PKL) yang terdiri dari lima 

Biro, seperti di bawah ini : 

1. Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 

 Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah merupakan salah satu 

Biro yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan tengah, 

dimana Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah di pimpin oleh 

seorang Kepala Biro (Karo) Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Biro 

Pemerintahan Dan Otonomi Daerah terbagi atas tiga Bagian dan setiap 

bagian terbagi atas tiga Sub Bagian yaitu, Bagian I (Pemerintahan) 

terdiri dari Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Pasilitas 

Penataan Wilayah, Pemerintahan Umum, Tata Usaha (TU). Bagian II 

(Otonomi Daerah) terdiri dari Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah 

Dan DPRD, Pengembangan Otonomi Daerah Dan Penataan Urusan, 

Evaluasi Dan Penyelenggaraan Pemerintahan. Bagian III (Kerjasama) 

terdiri dari Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintahan, Kerjasama 

Badan Usaha Swasta, Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama. Seperti pada 

gambar bagan dihalaman berikut  ini. 
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Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Biro Pemerintahan Dan Otonomi 

Daerah 

 
Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 

 

 

2. Biro Kesejahteraan Rakyat 

 Biro kesejahteraan Rakyat merupakan salah satu Biro yang ada di 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan tengah, dimana Biro 

Kesejahteraan Rakyat di pimpin oleh seorang Kepala Biro (Karo) 

Kesejahteraan Rakyat, Biro Kesejahteraan Rakyat terbagi atas tiga 

Bagian dan setiap bagian terbagi atas tiga Sub Bagian yaitu, Bagian I 

(Bina Mental Spiritual) terdiri dari Sub Bagian Sarana dan Prasarana 

Spiritual, Kelembagaan Bina Spiritual, Tata Usaha (TU). Bagian II 

(Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar) terdiri dari Sub Bagian 

Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I, Kesejahteraan Rakyat 

Non Pelayanan Dasar II, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 

III. Bagian III (Kesejahteraan Rakyat Pelayan Dasar) terdiri dari Sub 
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Bagian Kesehatan, Sosial, Pendidikan. Seperti pada gambar bagan 

dibawah ini. 

    Gambar 4. Bagan Struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat 

 
  Sumber : Biro Kesejahteraan Rakyat 

 

3. Biro Administrasi Pembangunan 

 Biro Adminstrasi Pembangunan merupakan salah satu Biro yang 

ada di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan tengah, dimana Biro 

Administrasi Pembangunan di pimpin oleh seorang Kepala Biro (Karo) 

Administrasi Pembangunan, Biro Administrasi Pembangunan terbagi 

atas tiga Bagian dan setiap bagian terbagi atas tiga Sub Bagian yaitu, 

Bagian I (Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan 

Daerah) terdiri dari Sub Bagian Pengendalian Admiministrasi 

Pelaksaanan Pembangunan APBD, Pengendalian Admiministrasi 

Pelaksaanan Pembangunan APBN, Tata Usaha (TU). Bagian II 
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(Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah) 

terdiri dari Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan 

Pembangunan Wilayah I, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan 

Pembangunan Wilayah II, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan 

Pembangunan Wilayah III. Bagian III (Pelaporan Pelaksanaan 

Pembangunan) terdiri dari Sub Bagian Analisis Capaian Kinerja 

Pembangunan Daerah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, 

Kebijakan Pembangunan Daerah. Seperti pada gambar bagan dibawah 

ini.     

Gambar 5. Bagan Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan 

 
Sumber : Biro Administrasi Pembangunan 
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4. Biro Hukum 

 Biro Hukum merupakan salah satu Biro yang ada di Sekretariat 

Daerah Provinsi Kalimantan tengah, dimana Biro Hukum di pimpin 

oleh seorang Kepala Biro (Karo) Hukum, Biro Hukum terbagi atas tiga 

Bagian dan setiap bagian terbagi atas tiga Sub Bagian yaitu, Bagian I 

(Peraturan Perudang-Undangan Provinsi) terdiri dari Sub Bagian 

Penyusanan Produk Hukum Pengaturan, Penyusunan Produk Hukum 

Penetapan, Dokumentasi Dan Naskah Hukum Lainya. Bagian II 

(Peraturan Perudang-Undangan Kabupaten / Kota) terdiri dari Sub 

Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah I, Produk Hukum Daerah 

Wilayah II, Produk Hukum Daerah Wilayah III. Bagian III (Bantuan 

Hukum) Tata Usaha (TU), Litagasi, Non Litigasi Dan HAM. Seperti 

pada gambar bagan dibawah ini. 

Gambar 6. Bagan Struktur Organisasi Biro Hukum 

 
Sumber : Biro Hukum 
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5. Biro Pengadaan Barang Dan Jasa 

Biro Pengadaan Barang Dan Jasa merupakan salah satu Biro yang 

ada di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan tengah, dimana Biro 

Pengadaan Barang Dan Jasa di pimpin oleh seorang Kepala Biro 

(Karo) Pengadaan Barang Dan Jasa, Biro Pengadaan Barang Dan Jasa 

terbagi atas tiga Bagian dan setiap bagian terbagi atas tiga Sub Bagian 

yaitu, Bagian I (Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jas) terdiri dari 

Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang Dan Jasa, 

Pelakasanaan Pengadaan Barang Dan Jasa, Pemantauan Dan Evaluasi 

Pengadaan Barang Dan Jasa. Bagian II (Pengelolaan Sistem 

Pengadaan Secara Elektronik) terdiri dari Sub Bagian Pengelolaan 

Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Pengembangan Sistem 

Informasi, Pengelolaan Informasi. Bagian III (Pembinaan Dan 

Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa) Pembinaan Sumber Daya 

Manusia Pengadaan Barang Dan Jasa, Pembinaan Kelembagaan 

Pengadaan Barang Dan JasaPembimbingan Konsultasi Dan Atau 

Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Dan Jasa. Seperti gambar bagan 

dihalaman berikut ini. 
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Gambar 7. Bagan Struktur Organisasi Biro Pengadaan Barang Dan Jasa 

 
Sumber : Biro Pengadaan Barang dan Jasa 

D. Tata Kerja 

1. Biro Pemetintahan Dan Otonomi Daerah 

Pada Biro Pemerintah khusunya substansi kerja sama mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengoordinasian perumusan 

kebijakan daerah di bidang kerja sama daerah, pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan kebijakan kerja sama daerah kabupaten/kota, 

serta monitoring dan evaluasi tugas pembantuan. dalam 

menyelenggarakan tugas bagian kerja sama menyiapkan bahan dan 

pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama 

antar pemerintah dan badan usaha/swasta, menyiapkan bahan 

pengoordinasian pemantauan yang di arahkan langsung oleh kepala 

bagian setiapp substansi kemudian pengoordinasian pelaksanaan tugas 

dekonsentrasi dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. 
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Adapun tata kerja pada Subtansi bagian kerja sama :  

a. Merencanakan kegiatan program kerja pertahun anggaran. 

b. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan sub bagian kerja 

sama sesuai dengan bidang dan tugasnya baik secara lisan maupun 

tertulis. 

c. Memeriksa ahsil pekerjaan para karyawan. 

d. Setelah semua tugas selesai, laporan akan di berikan kepada 

Kepala Bagian sub kerja sama kemudian di bandingkan benar dan 

salah. 

e. Jika sudah benar maka akan di serahkan kembali pada Kepala Biro 

Pemerintahan Dan Otonomi Daerah untuk di tanda tangan dan di 

beri cap. 

f. Sebelum Kepala Biro menyerahkan laporan tersebut pada 

Gubernur, Kepala Biro mengantarkan salinan laporan kepada Biro 

Umum. 

2. Biro Kesejahteraan Rakyat 

Pengajuan permohonan proposal bantuan dimasukan ke bagian tata 

usaha, selanjutnya diproses kelengkapan data dan tujuan pengajuan 

permohonan proposal, lalu dilimpahkan kebagian bidang pengurus 

tindak lanjutan pengajuan proposal, kemudian diperiksa oleh sub-

bagian dan tim verifikasi supaya mengetahui tujuan permohonan 

proposal tersebut, memeriksa kelengkapan berkas, menghubungi 

kembali pihak yang bersangkutan untuk diminta konfirmasi, setelah itu 
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baru berkas proposal tersebut diproses sesuai dengan ketetapan dan 

tata aturan yang ada di Biro Kesejahteraan Rakyat hingga sampai 

ditanda tangani persetujuan oleh Pimpinan Biro kesejahteraan Rakyat 

dan juga Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimatan Tengah. 

Kemudian pihak yang bersangkutan dihubungi kembali oleh tim 

verfikasi sub-bagian yang bertanggung jawa atas proses berkas 

pengajuan proposal tersebut supaya pihak yang bersangkutan memberi 

laporan dan pertanggung jawaban atas proposal yang diajukan tersebut 

sehingga bisa diarsipkan dan dan dipertanggung jawabkan kembali 

dikemudian hari terhadap proses pemeriksaan hukum dan tata aturan 

yang berlaku dalam perundang-undangan Negara Republik indonesia 

oleh  Biro Kesejahteraan Rakyat. 

3. Biro Administrasi Pembangunan 

Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan 

pengoordinasian perumusan  kebijakan daerah, 

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian 

administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian 

administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan 

pelaksanaan pembangunan. 
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Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi yaitu 

sebagai berikut : 

a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang 

pengendalian administrasi pelaksanan pembangunan daerah, 

pengendalian administrasi pelasanaan pembangunan wilayah, 

pelaporan pelaksanaan pembangunan. 

b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di 

bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan 

daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan 

wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan. 

c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak 

diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan 

kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan 

pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan 

pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan, dan 

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian 

dan Pembangunan. 

Adapun uraian tugas dari fungsi di atas adalah sebagai berikut : 

a. Menyiapkan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 

bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan 

daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan 

wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan menyiapkan 
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pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang 

pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, 

pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, 

pelaporan pelaksanaan pembangunan. 

b. Menyiapkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak 

diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan 

kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan 

pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan 

pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan. dan 

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten 

Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugas dan 

tanggung jawabnya. 

4. Biro Hukum 

Biro Hukum mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, 

mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan 

evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, 

administrasi dan sumber daya di bidang produk hukum dan telaahan 

hukum, penyusunan peraturan perundang–undangan daerah, 

pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota, 

bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum serta sosialisasi 

hukum 
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Biro Hukum menyelenggarakan fungsi yaitu sebagai berikut : 

a. Pengoordinasian penyusunan Program Pembentukan Peraturan 

Daerah Provinsi. 

b. Pengoordinasian penyusunan, pengharmonisasian, pembulatan dan 

pemantapan konsepsi rancangan produk hukum Provinsi baik yang 

bersifat pengaturan (regeling) maupun penetapan (beschikking). 

c. Pelaksanaan pengundangan produk hukum daerah Provinsi. 

d. Pelaksanaan pengkajian kebijakan produk hukum dan telaahan 

hukum. 

e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah 

kabupaten/kota. 

f. Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum 

kepada semua unsur di lingkungan pemerintah provinsi. 

g. Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta 

sosialisasi hukum. 

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas pelayanan 

administrasi  umum, mengelola administrasi keuangan biro, 

administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, 

tatalaksana, analisis jabatan, penyediaan bahan rencana dan program 

kerja serta pengoordinasian pelaksanaan pelaporan biro. 

 



26 
 

 
 

Uraian tugas Biro Hukum bagian tata usaha : 

a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun Sub Bagian Tata 

Usaha Biro berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai 

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 

b. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata 

Usaha Biro sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan 

maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut. 

c. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian 

Tata Usaha Biro baik secara lisan maupun tertulis untuk 

menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan 

tugas. 

d. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Sub Bagian Tata Usaha 

Biro dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk 

kerja untuk penyempurnaan hasil kerja. 

e. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata 

Usaha Biro berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan 

dalam pembinaan dan peningkatan karier. 

f. Mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana dan program 

kerja biro. 

g. Mengelola surat menyurat dan arsip biro. 

h. Mengelola administrasi keuangan biro. 

i. Mengelola urusan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan 

pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, 
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laporan berkala, laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja 

biro serta formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di 

lingkungan biro. 

j. Mengelola perlengkapan dan rumah tangga biro. 

k. Mengelola dokumentasi peraturan perundang-undangan; 

5. Biro Pengadaan barang Dan jasa 

Tugas pada biro pengadaan barang dan jasa yaitu 

menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, pengkoordinasian 

administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta 

pelayanan administratif bidang pengadaan barang/jasa, meliputi 

pengelolaanpengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan 

secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa 

yang menjadi kewenangan Provinsi, menyelenggarakan tugas 

dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang 

tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Fungsi dari bidang biro pengadaan baang dan jasa yaitu : 

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum, koordinasi 

administratif, supervisi, pembinaan, pengendalian dan pelayanan 

administratif dalam bidang pengadaan barang/jasa. 

b. Penyelenggaraan administrasi Biro Pengadaan Barang/Jasa. 

c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Biro 

Pengadaan Barang/Jasa. dan 
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d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya 

 

E. Inventaris Kantor 

1. Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 

Tabel 2. Inventaris Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 

No Kode Nama Barang 

Keadaan 
Jumlah 

Total Baik 
Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2 02.06.02.05 Kursi kerja 

eselon II 

/POLARIS  

1   1 

3 02.06.02.06 Kursi kerja 

eselon 

III/POLARIS 

1   1 

4 02.06.02.04 Kursi kerja 

eselon 

IV/POLARIS 

1   1 

5 02.06.02.01.006 Kursi 

kayu/bambu 

3   3 

6 02.06.02.01.010 Meja rapat 2   2 

7 02.06.02.06 Meja kerja 

eselon I-IV 

    

8 02.06.02.04.014 Lemari kayu  2   2 

9 02.06.02.04.01 Lemari besi 5   5 

10 02.06.02.04.004 Filling 

besi/metal 

4   4 

11 02.06.01.04.004 Filling kabinet 4 

laci  

4   4 

12 02.06.01.01.002 Komputer 22   22 

    Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 
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2. Biro Kesejahteraan Rakyat 

Tabel 3. Inventaris Biro Kesejahteraan Rakyat 

No Kode Nama Barang 

Keadaan 
Jumlah 

Total 
Baik Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 02.02.01.02.003 Toyota INOVA 

GM/T/LUXUR

Y 

1   1 

2 02.02.01.02.003 Toyota Hilux/ 

DoubleCabin 

1   1 

3 02.02.01.02.003 Toyota / 

Avanza 

1   1 

4 02.02.01.02.003 Toyota / NewA

vanza 1.5 

2   2 

5 02.02.01.02.003 Mitsubishi / 

Pajero Sport 

1   1 

6 02.02.01.02.003 Suzuki/GC415

T(4x2)M/T 

1   1 

7 02.02.01.04.001 Honda / supra 

X 

1   1 

8 02.02.01.04.001 Honda / supra 

X TD 

2   2 

9 02.02.01.04.001 HONDA 

SUPRA X 125 / 

NF125TR5 

M/T 

5   5 

10 02.02.01.04.001 Honda / 

X1H02N35M1 

A/T 

8   8 

11 02.05.01.01.001 Olympia / 

Portable 

7   7 

12 02.05.01.01.008 brother 8   8 

13 02.05.01.04.005 lion 4   4 

14 02.05.01.04.007 Brankas 2   2 

15 02.05.01.04.027 Lemari etalase 3   3 

16 02.05.01.04.028 Kitchen Set 1   1 

17 02.05.01.05.023 Sony / VPL-

CH375 

1   1 

18 02.05.01.05.078 Papan Tulis 2   2 

19 02.05.01.05.088 LCD Toshiba 1   1 

20 02.05.01.05.088 Toshiba / 

SC5131-A2 

3   3 



30 
 

 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

21 02.05.02.01.004 Kursi Staf / 

pegawai 

30   30 

22 02.05.02.01.030 Kursi rapat 32   32 

23 02.05.02.01.031 Meja rapat 10   10 

24 02.05.02.06.045 Rak arsif 15   15 

25 02.05.02.06.076 Lemari geser 5   5 

26 02.05.02.06.075 LG / LCD TV 10   10 

27 02.05.02.06.074 Speaker Aktiv 

RCH 

4   4 

28 02.05.02.06.073 Speaker Sub 

Active RCH 

3   3 

29 02.05.02.06.072 Speaker Stand 3   3 

30 02.05.02.06.079 Sound System 3   3 

31 02.05.02.06.078 Mic 

Converence 

Krezt 

7   7 

32 02.05.02.06.077 Sony / Kamera 5   5 

33 02.06.01.02.105 Layar 

Film/Projector 

1   1 

34 02.06.01.02.003 Nikon / D7200 

kit 

2   2 

35 02.10.01.02.001 P.C Unit 26   26 

36 02.10.01.02.002 Lap Top 5   5 

37 02.10.01.02.003 Note Book 18   18 

38 02.10.02.03.003 Printer(Peralata

n Personal 

Komputer) 

38   38 

39 02.10.02.03.004 Scanner(Peralat

an Personal 

Komputer) 

1   1 

40 02.05.02.01.030 Kursi Rapat     

41 02.06.02.01.021 Meja Pimpinan 

Biro 

1   1 

42 02.06.02.01.023 Kursi Pimpinan 

Biro 

1   1 

43 02.06.02.01.006 Handy Talky 

(HT) 

6   6 

44 02.05.02.01.024 Meja 1/2 Biro 16   16 

45 02.05.02.06.009 Compact Disc 1   1 

    Sumber : Biro Kesejahteraan Rakyat 
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3. Biro Administrasi Pembangunan 

Tabel 4. Inventaris Biro Administrasi Pembangunan 

No Kode Nama Barang 

Keadaan 
Jumlah 

Total Baik 
Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2 1.3.2.10.2.4.23 Wireless 

Access Point 

4   4 

3 1.3.2.5.1.4.1 Lemari Besi 4   4 

4 1.3.2.5.1.4.5 Filling 

Besi/Metal 

2   2 

5 1.3.2.5.1.4.7 Band Kas 1   1 

6 1.3.2.5.2.1.2 Meja 

Kayu/Rotan 

2   2 

7 1.3.2.5.2.1.32 Kursi Putar 2   2 

8 1.3.2.5.2.4.4 AC Split 7   7 

9 1.3.2.5.2.6.4 Cassette 

Recorder 

2   2 

10 1.3.2.5.2.6.77 Alat Rumah 

Tangga Lain-

lain (Handy 

Talkie Alinco) 

1   1 

11 1.3.2.6.2.5.3 Alat 

Komunikasi 

Sosial Lain 

Lain (Unit 

Tranceiver 

UHF 

Stationery) 

3   3 

12 1.3.2.10.1.2.3 Note Book 5   5 

13 1.3.2.10.1.2.10 Personal 

Komputer 

Lain-Lain 

Merk Intel 

2   2 

14 1.3.2.10.2.3.2 Monitor 3   3 

15 1.3.2.10.2.3.3 Printer 

(Peralatan 

Personal 

Komputer) 

11   11 

16 1.3.2.10.2.4.4 Modem 3   3 

17 02.05.01.05.088 Network Card 

Ethernet 1- 

Port UTP 

4   4 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

18 02.10.02.02.017 Flasdisk   2 2 

19 02.10.02.03.018 Flashdisk 

Kingston 

Cruzer Edge 

8gb 

  7 7 

20 02.10.02.03.018 Flashdisk 

merk data 

traveller 

  4 4 

21 02.10.02.03.018 flashdisk 8 

GB Merk A-

data 

  4 4 

    Sumber : Biro Administrasi Pembangunan 

4. Biro Hukum 

Tabel 5. Inventaris Biro Hukum 

No Kode Nama Barang 

Keadaan 
Jumlah 

Total Baik 
Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2 02.05.01.01.002 Mesin Ketik 

Manual 

Standard (14-

16 Inci 

 2  2 

3 02.05.01.03.007 Mesin 

Fotocopy 

Folio 

1   1 

4 02.05.01.03.008 Mesin 

Fotocopy 

Double Folio 

1   1 

5 02.05.01.04.002 Lemari Kayu 7   7 

6 02.05.01.05.010 Alat 

Penghancur 

Kertas 

 2  2 

7 02.05.02.01.008 Meja rapat 1   1 

8 02.05.02.01.031 Kursi Tamu 1   1 

9 02.05.02.06.002 Televisi 1   1 

10 02.05.02.06.021 Camera video 4   4 

11 02.05.03.07.006 Lemaribuku 

untuk 

perpustakan 

3   3 

12 02.06.01.01.075 Digital Audio 

Taperecorder 

2   2 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

13 02.06.03.02.01 P.C Unit/ 

Komputer PC 

43   43 

14 02.06.03.02.02 Lap Top 4   4 

15 02.06.03.02.03 Note book 23   23 

16 02.06.03.04.08 Printer 27   27 

17 02.06.03.06.11 Wirlessacces 

point 

4   4 

18 02.06.04.07.05 Lemari Buku 

untuk 

Perpustakaan 

6   6 

19 02.07.01.01.01 Camera + 

Attachment 

3   3 

20 02.10.05.01.014 IP Cam 

Indoor 

CCTV 

6   6 

21 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 12   12 

22 02.03.01.02.03 Mini Bus 

(Penumpang 

14 orang ke 

bawah) 

1   1 

23 02.06.02.06.50 Alat Rumah 

Tangga Lain-

lain 

1   1 

24 02.06.03.01.01 Mainframe 1   1 

25 02.06.03.05.011 UPS 2   2 

    Sumber : Biro Hukum 

5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa 

Tabel 6. Inventaris Biro Pengadaan Barang dan Jasa 

No Kode 
Nama 

Barang 

Keadaan 
Jumlah 

Total 
Baik Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2  Air 

Conditioner 

1   1 

3 02.06.01.05.40 0001 Alat Kantor 

Lainnya 

1   1 

4 02.06.01.04.04 0014 Filling 

Kabinet 

1   1 

5 02.06.02.01.10 0001 Meja Rapat 1   1 

6 02.06.02.06.39 0001 Dispenser 1   1 

   Sumber :  Biro Pengadaan Barang dan Jasa
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BAB III 

KEGIATAN PKL 

A. Biro Tempat Penempatan  

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 

Kelompok kami melaksanakan praktik kerja lapangann yang sudah 

di tentukan kampus yaitu Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan 

Tengah kelompok kami di bagi ke lima Biro berbeda saya sendiri di 

tempatkan pada Biro pemerintahan Daerah dan Otonomin Daerah , 

pada hari pertama praktik kerja lapangan saya di tempatkan di sub 

bagian TU sebelum di pindahkan  Kepala Biro ke bagian kerja sama 

pemerintah dan daerah setelah sehari saya di TU saya di tugaskan 

untuk membantu membuat laporan anggaran Biro kemudian pada hari 

ke dua saya di pindah ke sub bagian kerja sama pada Biro Pemerintah 

jam kerja berbeda-beda setiap substansi sedangkan pada sub kerja 

sama jam kerja mulai dari 07.00-15.30 sore,  saat mengikuti praktik 

kerja lapangan di Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah khususnya pda 

bagian kerja sama saya mengikuti setiap rapat yang diselenggarakan 

namun karena sub bagian kerja sama hanya khusus untuk 

permasalahan daerah dan kerja sama antar pemerintah selama saya 

praktik kerja lapangan disana tidak terlalu banyak tugas yang dikasih 

dan saya kerjakan oleh karena itu saya mengikuti dan membantu setiap 

kegiatan substansi yang ada pada Biro Pemerintahan hari ketiga saya 

praktik kerja lapangan saya diharuskan mempelajari peraturan dan 
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Biro Pemerintah serta KAK ( kerangka acuan kegiatan ) pada sub kerja 

sama .dalam kegiatan praktik kerja lapangan sehari-hari saya 

membantu memperbaiki laporan anggaran yang di ajarkan langsung 

oleh karyawan yang ada disana dan di awasi oleh pembimbing saya di 

kantor, mencari tau software yang digunakan dalam kantor, saya 

sangat sering berdiskusi bersama dengan pembimbing saya di kantor 

dan ada sedikit masalah dalam keinginan pembimbing  saya dikantor  

dalam meminta pembuatan website secara pribadi bukan untuk Biro 

Pemerintah dan akhirnya saya membantu sebisa saya membuatkan 

website sesuai keinginan yang bersangkutan. 

Hari-hari berikutnya saya mencari apa yang diperlukan dalam 

membuat laporan PKL kelompok kami seperti yang ada dalam buku 

panduan PKL, pada bulan agustus saya mulai diberikan tugas untuk 

ikut rapat daerah dan membuat laporan pengelolaan daerah Palangka 

Raya pada pertengahan bulan agustus saya tidak masuk kantor ( WFH 

) karena pihak kantor saat itu mewajibkan WFH untuk beberapa hari 

selama WFH tidak ada tugas kantor yang diberikan pada saya , jadi 

saya melanjutkan website yang di minta oleh pembimbing saya di 

kantor kemudian saya melakukan zoom meeting terkait interview pada 

IT yang ada di Biro Pemerintah dan mencari suatu masalah yang 

terdapat di kantor. 

Setelah kantor mulai memperbolehkan WFO kembali saya 

mengikuti rapat zoom meeting bersama Kepala Biro, Kasubag, Kabag 
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dan karyawan lain perihal membahas anggaran dalam pengoordinasian 

daerah. setiap minggu nya saya membuat laporan pada pembimbing di 

kantor untuk diserahkan pada Kepala Karo setiap hari senin sebagai 

catatan kegiatan saya selama di kantor. 

Pada Biro Pemerintah IT sangat membantu mereka dalam 

pekerjaan sehari-hari bahkan IT pada Biro Pemerintah sudah sangat 

mengikuti perkembangan teknologi yang da pada saat ini. 

2. Biro Kesejahteraan Rakyat 

Pada hari pertama mulai melaksanakan kegiata praktik kerja 

lapangan dihari itu sudah menyiapakan diri dan kemampuan untuk 

menjadi pendukung dan memberikan konstribusi terhadap mitra atau 

tempat yang dipercayakan oleh pihak kampus sebagai tempat belajar 

dan menambah pengetahuan dan pengalaman baru. 

Tempat pelakasanan atau tempat yang dipercayakan kampus untuk 

tempat praktik kerja lapang kelompok kami adalah Sekretariat Daerah 

Provinsi Kaliamantan Tengah, saya sendiri dipercayakan oleh pihak 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimatan Tengah untuk melaksanakan 

kegiatan praktik kerja lapangan dibagian Biro Kesejahteraan Rakyat 

(Biro Kesra) dan saya ditempatkan di Bagian I “Bagian Bina Mental 

Spiritual”, tidak pada bagian yang khusus langsung menangani 

pekerjaan IT, Bagian itu ada di Bagian II, adapaun tata cara kerja dan 

peraturan di Biro Kesejahteraan Rakyat yang saya ikuti disana 
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khususnya di Bagian I “Bagian Bina Mental Spiritual” itu hampir sama 

seperti dan kantor dan instansi yang lain pada umunya, numun yang 

membedakanya adalah proses dan jenis tata cara kerjanya. 

Dibagian I tersebut saya banyak mengikuti kegiatan dan 

melakukan pekerjaan operasionalnya, disitu saya banayak memdapat 

pngalaman baru dan mengetahui banyak sekali bagaimana alur atat 

cara kerja pada Biro Kesejahteraan Rakyat itu Langsung, untuk 

peraturan jam masuk kerja mulai dari jam 07:00 – 16:00 WIB, namun 

karena kondisi Pandemi Covid 19 jadi untuk jam masuk kerjanya lebih 

menyesuaikan lagi, setiap hari saya membantu menginputkan data 

pengajuan permohonan dana Hibah Keagamaan dan Kelembagaan, 

setelah itu saya membantu menyelesaikan permsalahan atau 

memberikan solusi kepada setiap teman dan rekan kerja saya ditempat 

itu yang berhubungan dengan pengoperasian komputer, printer dan 

juga menangani kesulitan yang mereka dapatkan pada saat 

pengoperasian perangkat lunak atau software pada komputer atau PC 

mereka, Selain itu juga saya ikut dalam penyususnan, pemeriksaan 

kelengkapan dan tindak lanjut setiap berkas atau proposal yang 

diajukan untuk bantuan dana hibah, di situ saya  juga membantu dan 

dipercayakan mebuatkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), 

mengantarkan berkas ke Biro Umum lalu mengambil kembali setelah 

diproses kemudian saya mengantarkan ke Bagian Keuangan Dan Aset 

Daerah supaya diproses Untuk Pencairan. 
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Saya selanjutnya mengambil arsip berkas dari Bigan Keuangan 

Dan Aset Daerah yang dimana nantinya dari arsip tersebut saya dan 

Bendahara Bantuan Hibah akan Menginputnya kembali pada rekap 

laporan realisasi bantuan Dana Hibah, dimana hasil pengiputan tersbut 

berupa perhitungan dan persentase berapa jumlah Dana Bantuan Hibah 

yang sudah disalurkan atau direalisasikan dari anggaran tahunan yang 

sudah di tetapkan, setelah selesai dari proses penginputan dan 

perhitungan tersebut laporanya diberika kepada pimpinan Biro 

Kesejahteraan Rakyat selanjutnya lagi agar bisa diketahui oleh 

Pimpinan Sekretariat Daerah dan Juga Gubernur Provinsi Kalimantan 

Tengah. 

3. Biro Administrasi Pembangunan 

Adapun kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) yang dilakukan di 

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah pada bagian Pengendalian Administrasi 

Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II. 

Hal pertama yang dilakukan ketika berada di tempat praktik kerja 

lapangan (PKL) yaitu menghadap karo dan kabag yang kemudian di 

arahkan untuk menempati pada bagian Pengendalian Administrasi 

Pelaksanaan Pembangunan Wilyah II. Setelah itu dilanjut dengan 

perkenalan dan pengenalan lingkungan kantor dengan mengamati 
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kegiatan serta tata kerja yang berjalan pada sub-bagian Pengendalian 

Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II.  

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan setiap harinya yaitu 

membantu pekerjaan karyawan lain, seperti menginput data tender 

yang terdapat pada laman LPSE. LPSE  (Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik) adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk 

memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. 

Adapun penginputan data tender yang di ambil hanya pada pekerjaan 

konstruksi seperti pembangunan jalan, peningkatan jalan, 

pembangunan gedung dan sebagainya yang berkaitan dengan 

pekerjaan konstruksi. 

Kemudian kegiatan-kegiatan lainya yang di lakukan selama praktik 

kerja lapangan (PKL) ini berlangsung bisa di lihat lebih lanjut pada 

lampiran kegiatan laporan PKL. 

4. Biro Hukum 

Praktek Kerja Lapangan Aktivitas yang dilaksanakan selama 2 

bulan terhitung Sejak bulan 12 Juli - 03 September  di Kantor 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan tengah (SETDA) Jl Rta 

Milono No 01, Tepatnya di bagian Biro Hukum dengan waktu Kerja 

setiap hari Senin – Jumat, pukul 08.30-15.30 WIB. 
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Kegiatan Selama PKL disesuaikan dari pengarahan yang di berikan 

oleh Kasubag Tu di Biro hukum yang kemudian menjadi dan tanggung 

jawab saya untuk melaksanakannya. 

Cakupan kegiatan selama PKL antara lain menjadi penerima surat 

dan dokumen dari berbagai kantor di seluruh Kalimantan tengah, dan 

mencatat surat di buku agenda jurnal, serta membuat disopsisi bagian 

surat untuk di masukan ke ruangan Kepala biro (Karo) selain itu juga 

saya menginput data  tahun 2019, 2020, 202 dari jurnal ke Microsft 

Excel, Membantu kariyawan lain seperti perbaikan printer dan 

computer. 

5. Biro Pengadaan Barang Dan Jasa 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Dinas 

Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah. Praktikan 

menjalankan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 40 hari kerja 

(terhitung dari 12 Juli 2021 - 3 September 2021) dan praktikan 

ditempatkan di bagian bidang biro Pengadaan Barang dan Jasa.  

Pada dasarnya yang dimaksud dengan pengadaan barang dan jasa 

adalah sebuah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan 

oleh sebuah perusahaan atau instansi guna menunjang kegiatan dalam 

perusahaan atau instansi tersebut. Apabila itu adalah instansi 

pemerintahan, maka biaya pengadaan barang/jasa sepenuhnya diambil 

dari APBN/APBD. Hal yang sama juga tercantum dalam Peraturan 
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Pemerintah (2003) Keppres No. 80 2003, Pengadaan barang/jasa 

pemerintahan adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai 

dnegan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola 

maupun oleh penyedia barang/jasa. 

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat ditarik sebuah 

kesimpulan mengenai pengertian dari pengadaan barang dan jasa, yaitu 

merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh 

Kementrian/Lembaga/ SKPD/Institusi dalam memperoleh barang/jasa 

yang dibiayai oleh APBN/APBD dan menggunakan metode tertentu 

agar tercapai kesepakatan antara penyedia dan pengguna barang dan 

jasa. 

Bidang kerja yang dilakukan praktikan selama melakukan Praktik 

Kerja Lapangan di bidang tata usaha biro pengadaan barang dan jasa 

adalah sebagai berikut : 

a. Mengeprint berkas Simulasi perhitungan beban kerja jabatan 

fungsional pengadaan barang dan jasa, dalam kegiatan ini, 

praktikan ngeprint berkasa simulasi perhitungan beban kerja 

jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa yang di perikan oleh 

staf di bagain tata usaha biro pengadaan barang dan jasa. 

b. Menerima surat masuk dari biro lain, dalam kegitan ini, praktikan 

menerima surat masuk dari biro lain dan mencatat di buku jurnal 
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surat masuk dan memberikan surat kepada kepala biro barang dan 

jasa. 

c. Membuat sk pengajuan untuk menerima bantuan pengadaan barang 

dan jasa, dalam kegiatan ini, praktikan diberi tugas membuat surat 

keterangan untuk menerima bantuan pengadaan barang dan jasa 

yang di tujukan untuk kepala biro pengadaan barang dan jasa.  

Praktik  melaksanakan Praktik Kerja Lapangan sejak tanggal 12 

Juli 2021 - 3 September 2021. Praktikan bekerja fulltime mulai dari 

hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 08.00–16.00 WIB. 

Selama  40 hari praktikan melaksanakan kegaitan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) di bidang biro pengadaan barang dan jasa, praktikan 

menyadari bahwa adanya beberapa kendala yang praktikan alami yang 

muncul dari internal perusahaan maupun dari diri praktikan sehingga 

sedikit menghambat praktikan dalam melaksanakan kegiatan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL). Kendala – kendala yang praktikan alami yaitu 

berupa: 

a. Belum adanya standar operation procedure (SOP) tertulis tugas 

peserta PKL di bagian Pengadaan Barang dan Jas. Membuat 

praktikan tidak mengetahui secara lebih rinci apa saja yang harus 

dilakukan serta jadwal yang harus diselesaikan. Karena adaptasi 

awal membuat bingung praktikan tentang apa yang seharusnya di 

lakukan. 
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Walaupun terdapat kendala yang dihadapi Praktikan selama 

melaksanakan PKL di bidan biro pengadaan barang dan jasa, tetapi 

Praktikan dapat menyelesaikan PKL dengan baik dan lancar, 

adapun cara Praktikan mengatasi kendala-kendala selama 

melaksanakan PKL di bidang biro pengadaan barng dan jasa yaitu: 

a. Untuk mengatasi belum adanya SOP tersebut, selama pelaksanaan 

PKL praktikan mencoba bertanya kepada pembimbing serta 

pegawai dan membuat catatan tersendiri terkait rincian 

pekerjaannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa praktikan harus 

bertanya kepada pembimbing untuk mendapatkan informasi lebih 

jelas mengenai apa saja pekerjaan yang harus dilakukan dan 

tentang peraturan-peraturan apa saja yang boleh dilakukan dan 

tidak boleh dilakukan. 

B. Waktu Praktik Kerja Lapangan 

Kelompok kami mulai melaksanakan praktik kerja lapangan (PKL) 

pada tanggal 12 Juli 2021 dan berakhir pada tanggal 03 September 2021. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Kami mempunyai 5 (lima) jenis masalah utama yang masing-

masing satu permaslahan tersebut kami dapatkan dari setiap Biro 

dimana kami ditempatkan, adapun permasalahan tersebut sebagai 

berikut : 
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a) Biro Pemerintahan Dana Otonomi Daerah : Diperlukannya sebuah 

website demi mengembangkan digitalisasi IT dan membantu dalam 

pengelolaan arsip 

b) Biro Kesejahteraan Rakyat : Diperlukannya sebuah website 

sebagai sistem informasi kepada masyarakat 

c) Biro Hukum : Sering tidak ada pegawi saat ada surat masuk di 

karenkan sistem jadwal 

d) Biro administrasi Pembangunan : Diperlukan nya sebuah sistem 

untuk membantu mempermudah penginputan data tender 

e) Biro Pengadaan Barang Dan Jasa : Diperlukan karyawan dibidang 

IT 

2. Pemilihan Masalah  

untuk itu kami hanya mengangkat dan memilih salah satu 

permasalahan dari kelima Biro tersebut yaitu dari Biro Kesejahteraan 

Rakyat yang dimana untuk Biro Kesejahteraan Rakyat membutuhkan 

sebuah website sistem informasi untuk mempublikasikan informasi 

berupa program kerja dan kegiatan yang berkaitan dengan Biro 

tersebut maka dari itu kami memberikan solusi dalam bentuk 

membuatkan “Website Sistem Informasi Biro Kesejahteraan Rakyat” 

berdasarkan beberapa pertibangan seperti dibawah ini : 

a) Latar Belakang  

Sebagai salah satu bentuk publikasi pemerintah dalam 

transparansi bekerja melalui teknologi informasi dan berita. 
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b) Tujuan 

Memanfaatkan media IT sebagai sarana penyedia informasi 

dan berita. 

c) Manfaat  

Membantu kalangan masyarakat dalam mencari infromasi dan 

berita  seputar agenda kegiatan dan kinerja pada Biro 

Kesejahteraan Masysrakat.  

D. Pemecahan Masalah (Project Pembuatan Website) 

Sesuai dengan identifikasi permasalahan yang di atas dari setiap Biro 

dimana masing-masing anggota PKL di tempatkan dan keputusan akhirnya 

membuat sebuah Website untuk Biro Kesejahteraan Rakyat yang dimana 

tujuan dan  mamfaat dari Website itu seperti pejelasan diatas, berikut ini 

adalah gambaran dan penjelasan dari setiap proses pengerjaan project 

tersebut baik dari hardware dan software yang digunakan, perancangan 

hingga implementasi nya. 

1. Hardware dan Software yang di gunakan 

a. Hardware 

1) Laptop VivoBook_ASUSLaptop X421FAY_K413FA 

2) SSD 1 TB (Memori Penyimpanan) 

3) Kamera foto 

b. Software Utama 

1) Visual Studio Code (Teks Editor) 

2) PHP “Hypertext Preprocessor“ (Bahasa Pemograman) 
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3) Xampp (Web Server : Apache) 

4) Php Myadmin (Pembuatan DataBase) 

c. Software Pendukung 

a) Draw.io (Perancangan Sistem) 

b) Photoshop Cs 6 (Pengedit Foto) 

2. Struktur Rancangan Website 

Berikut ini merupakan rancangan struktur yang akan dibuat pada 

Website Sistem Informasi Biro Kesejahteraan Rakyat 

Gambar 8. Struktur Rancangan Website 

 
 

3. Rancangan Sistem dan Program 

Berikut ini merupakan rancangan sistem yang akan dibuat pada 

Website Sistem Informasi Biro Kesejahteraan Rakyat, yang 

melingkupi :  

a. Class Diagram,  

b. Use Case Diagram 
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c. Sequency Diagram Pengguna 

d. Sequency Diagram Biro Kesra 

e. Sequency Data Pegawai 

f. Activity Diagram ( Kelola Data Pengguna ) 

g. Activity Diagram ( Kelola Data Biro Kesra ) 

Gambar 9. Class Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 
 

Gambar 10. Use Case Diagram 

 

Gambar 11. Sequency Diagram Pengguna 
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Gambar 12. Sequency Diagram Biro Kesra 

 

Gambar 13. Sequency Diagram Data Pegawai 
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Gambar 14. Activity Diagram (Kelola Data Pengguna) 

 

Gambar 15. Activity Diagram (Kelola Data Biro Kesra) 

 

4. Data Base 

Untuk pembuatan data base pada website ini menggunakan 

PhpMyadmin, didalam data base website ini mencakup 35 (tiga puluh 
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lima) entitas yang akan digunakan yaitu seperti, agenda, 

album,background, banner, berita, download, gallery, halamanstatis, 

header, hubungi, identitas, iklanatas, iklantengah, katajelek, kategori, 

komentar, komentarvid, link, logo, menu, modul, mod_alamat, 

mod_ym, pasangiklan, playlist, poling, sekilasinfo, statistik, tag, 

tagvid, tbl_comment, templates, users, users_modul, video. 

Gambar 16. Data base website 

 

5. Fitur – fitur 

Berikut ini adalah fitur-fitur dan menu yang dapat diakses dan di 

kembangkan oleh pengelola selaku admin serta akse pengguna sebagai 

user. 
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Tabel 7. Menu dan Fitur pada Website 

WEBSITE SISTEM INFORMASI BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

FITUR-

FITUR DAN 

MENU 

NO 

KETERANGAN JENIS MENU DAN 

FITUR 

ADMIN USER 

1 Pengembang Website ✓  

2 Upload dan Delete (video dan foto) ✓  

3 Upload dan Delete (berita dan informasi) ✓  

4 Save (video, foto, berita dan informasi) ✓  

5 Akses Informas Program Kerja ✓ ✓ 

6 Akses Informasi Agenda Kegiatan ✓ ✓ 

7 

Akses Profil Dinas (struktur organasasi, 

sejarah dan visi misi) 
✓ ✓ 

8 Menu Message ✓ ✓ 

Sumber : Perancangan Penulis 

Keterangan :  

Admin (sebagai pengelola dan pengembang semua program 

pada website) 

User (sebagai pengguna dan pengakses informasi yang ada 

pada website) 
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6. Tampilan Hompegae 

Gambar 17. Tampilan Pada PC / Laptop 

 

Gambar 18. Tampilan Pada Mobile Phone 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah bertugas membantu 

Gubernur Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas 

penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata 

laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh 

Perangkat Daerah Provinsi Kaliamtan tengah.  

2. Sekretariat Daerah Provinsi Kaliamtan Tengah di pimpin oleh seorang 

Pejabat Pemerintah dengan jabatan Kepala Dinas dan dibantu oleh tiga 

Asisten yang masing-masing memimipin dan mengatur tiga Biro yang 

setiap Biro dipimpin oleh Kepala Biro sesuai dengan tugas dan 

fungsinya masing-masing sehingga pelaksanaan penyelengaraan 

pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah bisa berjalan sesuai dengan 

tata aturan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku baik dari 

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah itu sendiri.  

3. Berdasarkan permasalahan yang diangkat dan penyelesaian yang 

berikan terhadap masalah tersebut seperti pembuatan website sistem 

informasi untuk Biro Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah 

Provinsi Kalimantan Tengah  bahwa penggunaan dan pemanfaatan 

Teknologi Komunikasi dan Informasi pada Sekretariat Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah sudah sangat memumpuni namun belum 

sepenuhnya maksimal dikarenakan masih kekurangan tenaga ahli 

dalam pengelolaan serta sumber daya manusia yang masih banyak 
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belum memiliki kompetensi dalam bidang pemanfaatan dan 

penggunaan IT secara maksimal. 

B. Saran 

Berdasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang didapat selama 

melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan di Sekretariat Daerah 

Provinsi Kalimantan Tengah, adapun masukan dan saran yang akan 

diberikan sebagai berikut : 

1. Untuk tenaga ahli IT, meningkatkan dan mengembangkan lagi 

kemampuan dan kompentensi yang di miliki terhadap pengelolaan dan 

pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi. 

2. Memberikan banyak pelatihan dan pembelajaran kepada pagawai dan 

tenaga kerja untuk pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi 

sehingga dapat digunakan secara maksimal 

3. Untuk Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kedepanya 

diharapkan bisa selalu bekerjasama terhadap Universitas dan Sekolah 

Tinggi yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal 

menyiapkan setiap generasi muda yang bekualitas dan berdaya saing 

tinggi menghadapi dunia pekerjaan baik wiraswasta maupun dalam 

pemerintahan melalui pembekalan dan pembelajaran seperti Praktik 

Kerja Lapangan dan hal lainya. 
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